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ABSTRAK

The fact shows that Indonesia has many laws and regulations governing Vulnerable Groups, but
the level of implementation very diverse. Some laws are very weak in implementation, so that its
existence does not provide benefits to society. Besides that, there are laws and regulations that
have not fully accommodated various matte related to the need for the protection of vulnerable
groups. Existence vulnerable groups who make up the majority in this country need active action
to protect their rights and interests through law enforcement and other legislative actions.
Human rights of positioned people as a community of vulnerable groups has not been fulfilled
optimally, so that bring consequences for the lives of themselves and their families, as well as
indirectly

It also has an impact on society.
keywords: vulnerable group, People's rights

1. Pendahuluan

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi
Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan
perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999 -
2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan
HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan
perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang
menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM vyang berlandaskan keadilan dan
kebenaran. Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab
pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai
peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak
anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-
lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan
instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan
suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga
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masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan. Pengertian Kelompok Rentan tidak
dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum
dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa
setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan
pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang
rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan
penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan, bahwa
yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b, Internally Displaced
Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f.
Children; dan g. Women.

Kenyataan menunjukan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan perundangu-
ndangan yang mengatur tentang Kelompok Rentan, tetapi tingkat implementasinya sangat
beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga
keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat
peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal
yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan
masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan
tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui
penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan
sebagai masyarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga
membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak langsung
juga mempunyai dampak bagi masyarakat. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak
berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, dilain pihak hak-hak yang terdapat didalam komunitas
masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Sedangkan
permasalahan yang mendasar di dalam komunitas masyarakat rentan adalah belum
terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak anak, kelompok
perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas dalam perspektif HAM.

2. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan
penelitian, karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian. Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini tergolong dalam
jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-
undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Dalam hal ini hukum sebagai norma
positif yang berlaku pada suatu waktu
tertentu dan diterbitkan sebagai produk suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki
legitimasi.

1. Pendekatan penelitian
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Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka.

Lokasi Penelitian

Lokasi Badan Hukum di Seluruh Indonesia.

. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dimana satu
sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dapat digunakan secara tepat
sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang akan digali. Dalam penelitian ini
menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara atau interview, observasi atau
pengamatan dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,
2005: 186). Maksud dari digunakannya metode ini adalah untuk memperoleh keterangan
atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data yang akan digali melalui
wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan dari sumber data. Sesuai
dengan pengertian tersebut, peneliti akan mewawancarai sampel penelitian yaitu Anak
yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Metode wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur adalah
wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2005: 190). Wawancara ini dilakukan dalam
bentuk percakapan antara interviewer dengan interviewee seperti yang dirumuskan dalam
pedoman wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung oleh anak yang
mendapatkan hukum. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203). Jenis observasi yang
digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi secara deduktif dari
hasil jurnal

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu
dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Secara
sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-
dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian
ini. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah kamera. Kegiatan
dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data tentang sekolah,
foto maupun rekaman kegiatan Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang
Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.
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4.Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses
mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik anaisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan
kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan
secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif
dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu
pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Display Data

Menurut Amailes dan Huberman ! yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti
menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data
disajikan dalam bentuk narasi berupa Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam
Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip
oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
penelitian di lapangan.

1 Miles dan Huberman,2010,hal 341
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3. Pembahasan

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No0.39 tahun 1999
disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak,
fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara eksplisit
hanya wanita hamil yang termasuk Kelompok Rentan. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. 2

pengertian rentan sebagai® : (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah
merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri,
sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan
sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi
logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah
dipengaruhi. Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama
berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya,
seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga
perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan
dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak
hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan
dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan
masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih
melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau
ibu rumah tangga semata. Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam
kasus penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. sehingga
kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya. Kekerasan dalam
bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat
merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalatn Kitab Undang-
undang Hukum Pidana berikut sanksinya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh
Karyamitra tahun 1996 tercatat 37 kasus KDRT dan menurut Biro Pusat Statistik
tercatat jumlah kasus KDRT pada tahun 1998 terdapat 101 kasus, tahun 1999 terdapat
113 kasus dan tahun 2000 terdapat 259 kasus. Di luar catatan ini terdapat cukup
banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu
merupakan urusan dalam rumah tangga.

4. Penutup
Kelemahan penegakan hukum dapat disebabkan karena  peraturan
perundangundangan kurang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan dan
pemenuhan HAM. Hal ini merupakan akibat kurangnya penelitian yang seksama sebelum

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2001, him. 948.
3 Wiwik Afifah, ‘BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN’, DiH: Jurnal IImu Hukum, 16.1 (2020)
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.
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disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. sebenarnya sudah cukuo
memadai untuk menyelesaikan persoalan. Pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap
anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas belum
sepenuhnya tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan anatara lain penegakan hukum
dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum maksimal disamping
penyebarluasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat perundangan tersebut belum
dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat.
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